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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -161/GSB/2024

Nomor : 120 -12- 2024

Tanggal 23 OKTOBER 2024

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, DAN

PENGELOLAAN MUSEUM

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

tangan dibawah ini :

1.

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Selanjutnya bertindak untuk dan ata§.-nama Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat.

a.

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

. Nama

Jabatan
Alamat Kantor

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktoberl tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda

: AUDY JOINALDY
: PIt. GUBERNUR SUMATERA BARAT
: J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

: MUHIDI
: KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: J1. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
¢ WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: NANDA SATRIA
. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Berdasarkan :

1.

10.

11.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168];
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6055);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015
tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5733);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6713);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register
Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6756);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 133);

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 183);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 16};



12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 571);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional
Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
426);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penguatan Lembaga Adat Dan Pelestarian Budaya
Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 97);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 150);

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya, Dan Pengelolaan
Museum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat
pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar
Budaya, Dan Pengelolaan Museum sebagaimana terlampir, Kami setujui
untuk disepakati menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan

tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

Plt. GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT ~ PROVINSI SUMATERA BARAT

EVI YANDRI
Wakil
=

BUDIMAN

M. IQRA CHISSA PUTRA
Wakil Ketua,

cQ

NANDA SATRIA



